Kedudukan fatwa majelis ulama indonesia (mui) terhadap pertimbangan putusan perkara penodaan agama

( studi kasus putusan pengadilan negeri medan nomor: 1612/pid.b/2018/pn.mdn) by NI’MAH, MUFLIHATUN
 
KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP 
PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA 




Diajukan untuk memnuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  














UNIVERSITAS MURIA KUDUS 




KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TERHADAP 
PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN AGAMA 




Diajukan untuk memnuhi dan melengkapi tugas 
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) 




















KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 
TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PENODAAN 
AGAMA 
( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 
1612/Pid.B/2018/PN.MDN) 
Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas 
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) 
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan 
HUKUM PIDANA 
Oleh: 
Nama: MUFLIHATUN NI’MAH 
NIM:201520008 
        Kudus, 2 Agustus 2019 
Disetujui, 
Pembimbing I,      Pembimbing II, 
 
Dr. Hidayatullah, SH., MH    Dr. Iskandar Wibawa, SH.,MH 
Mengetahui, 
Dekan Fakultas Hukum UMK 
 
 




PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : MUFLIHATUN NI’MAH 
Nim  :2015-20-008 
Alamat : Desa Besito rt 02 rw 05 Gebog Kudus 
Judul Skripsi : Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap 
Pertimbangan Putusan Perkara Penodaan Agama (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN.Mdn) 
Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa 
bantuan pihak laim, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
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Di Indonesia profesi hukum sangatlah beragam, salah satunya merupakan 
profesi hakim, jaksa, advokat, notaris dan sebagainya. Akan tetapi banyak masyarakat 
disekitar kita yang menyimpulkan bahwa profesi tersebut hanyalah kedok untuk 
memanipulasi. Tapi ketahuilah disini masih banyak yang menggeluti profesi hukum 
yang masih mengutakan kejujuran dan keadilan bukan hanya semata-mata mencari 
uang. 
Motto: 
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melupakan kebaikan orang lain terhadapmu. Dan lupakan keburukan yang pernah 
orang lain lakukan terhadapmu, tapi jangan pernah lupakan keburukan yang pernah 
kamu lakukan terhadap orang lain. 
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Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA 
INDONESIA (MUI) TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA 
PENODAAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan 
Nomor:6162/Pid.B/2018/PN/Mdn) bertujun mengetahui kedudukan Fatwa MUI 
Provinsi Sumatera Utara dalam tindak pidana penodaan agama menurut surat, doktrin 
dan keterangan ahli di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
putusan Nomor:6162/Pid.B/2018/PN.Mdn. 
Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Dalam teknik 
pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.Setelah data 
diperoleh, disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh 
kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas disusun sebagai skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
Kedudukan fatwa MUI merupakan alat bukti surat memenuhi Pasal 187 huruf 
c KUHAP yaitu dewan penyusunan Fatwa MUI disumpah jabatan, surat keterangan 
seorang ahli, memuat pendapat berdasarkan keahliannya berdasarkan Al-Qur’an, 
Hadits, Ijma, Qiyas, adanya keluhan mengenai volume suara azan dan diminta secara 
resmi oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu bukan 
dikeluarkan berdasar permintaan penyidik waktu di persidangan. 
Kedudukan Fatwa MUI untuk membuktikan unsur di muka umum dalam 
Pasal 156a huruf a KUHP, dalam persepektif hakim dianggap terpenuhi karena 
dianggap ada kerasahan pada masyarakat. Hukum di Indonesia Fatwa MUI tidak 
dapat mengikat karena bukan termasuk dalam Pembentukan Peraturan Perundnag-
undangan (UU 12/2012) dan tidak sesuai Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 
2015.  
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